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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABTJPATEN KOLAKAfiMUR

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOI,,AAN

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOI.,AKA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAEIUPATEN KOI,AKA TIMUR,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien,

maka dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka

Timur;

b. bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kolaka Timur, maka ditetapkan Tim Pembina

dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kolaka Timur yang dituangkan dalam Berita

Acara Nomor: 66 /PK.O 1-BA I 7 al 1 I 2 / 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka

Timur;

l. Undang-Undang Nomor I Tahun 2O15 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Mengingat

SALINAN
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Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang firmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah teralhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 202O tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O20 tentang Peruba-han Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia TaIrun 2Ol7

Nomor I82, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 61O9) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O23 tentang Penetapan

Peraturan Pemerinta} Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O23 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahvn 2Ol2 Nomor 82);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 32O) sebagaimana telah beberapa kali diubah

teraktrir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umtrm Nomor

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O19 tentang Tata
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Keq'a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahtn 2023

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemithan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)

sebagaimana telah diubah dengan Peratwan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentatg Perubahan

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahurr

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7991;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan

Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

rc /HK.O4|O8/2A22 te-ntang Pedoman Teknis Pengelolaan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAEIUPATEN

KOI,AKA TIMI,,R TENTANG MMBEI.ITUKAIY TIM PEMBINA

DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMEI,ITASI

DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM I(ABUPATEN KOI-AKA TIMUR.
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Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Pembina sebagaimana dimalsud dalam Diktrm KESATU

bertugas:

a. merumuskan kebljakan pembinaan dan pengembangan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka

Timur;

b. menyusun dan menyempurnakan pedoman / standar

pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum:

dan

c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan

hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu

wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel,

transparan, efektif dan efrsien.

Tim Teknis sebasaimana dimaksud dalam Dikturn KESATU

bertugas:

a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi

hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat dia-kses

secara cepat dan mudah;

b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang

berkaitan dengan bidang hukum;

c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya

mantrsia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;

dan

d. melakukan evaluasi persemester dan laporan tahunan.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 165 Tahun

2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kolaka Tirnur Tahun 2O23 dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
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KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAEIUPATEN KOLAKA TIMUR,

ANHAR

ttd

sesuai dengan aslinye
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

Penyelenggaraal Pemilu dan

Ditetapkan di Tirawuta

pada tanggal 14 November 2025
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKATIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PEMBINA DAN TIM TEKNIS

PENGEI,OLAAN JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HTIKUM DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KOLAKATIMUR

A. TIM PEMBINA PENGELOLAAI! JARINGAII DOKUMENTASI DAI!
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NO. NAMA JAI}ATAN
KEDUDUKAN
DALAM TIM

1 Anhar
Ketua KPU Kabupaten Kolaka

Timur
Ketua

Pembina

2 Azwat
Anggota KPU Kabupaten

Kolaka Timur
Pembina

) Muh. A'an Alfiqri
Anggota KPU Kabupaten

Kolaka Timur
Pembina

4 Murhum Halik
Anggota KPU Kabupaten

Kolaka Timur
Pembina

5. Yenttri Pratiw'i Irianto
Anggota KPU Kabupaten

Kolaka Timur
Perrrbine

6 Nani Wijayanti
Sekretaris KPU Kabupaten

Kolaka Timur
Pembina
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B. TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KOI,AKATIMUR

Ditetapkan di Tirawuta

pada tanggal 14 November 2025

KETUA KOMISI PEMILI}IAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

ANHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NO. NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM

1 La Ode Gane Rajab
Pimpinan

Redalsi

2 Apolos Sidupa
Kasubag Keuangan, Umum

dan L,ogistik

Anggota

Redaksi

3 Wulan Tri Pangestu
Kasubag Perencanaan, Data

dan Informasi

Anggota

Redaksi

4 Alpin
Antgote

Redaksi

5
Andi Husain Maulana

Syamsul

Penyusun Materi Hukum dan

Perundang-Undangan

Operator,

Pen]aur'un

Bahan

Hukum dan

Desain Gra-fis

MUR
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Kasubag Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan

Htrktrrn

Kasubag Partisipasi,

Hubungan Masyarakat dan

SDM
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